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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. A.P. PETTA RANI NO. 1 Tlp. 873209-872164 Fax. (0411) 854010

MAKASSAR - 90221

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 283 /VIi / TARUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWES] SELATAN NOMOR 005/1/TAHUN 2020 TENTANG

PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN

DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
LINGKUP BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang

Mengingat

a.

b

1.

0o

bahwa dengan adanya mutasi Aparatur Sipil Negara
Lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan serta untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan
pendapatan dan belanja daerah pada Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, perlu melakukan
perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 005/1/Tahun
2020;

bahwa berdasarkan pertimbanrgan scbagaimana dimaksud
dalam  huaruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Racan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesl Selatan Nomor
005/1/Tahurt 2020 tentang Pembantu Bendahara
Penerimaan dan Pembantu Berdahara Pengeluaran
Lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun Anggaran 2020;

Undeng-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan:
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286); -
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Kepublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



—

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 13};

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 99 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2016 Nomor 99);

10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun

11.

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Pedapatan Wilayah pada Badan Pendapatdn Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2018 Nomor 52);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 62 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 63)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur
Sulawesi Selatan Nomor 62 Tahun 2019 tentang




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor
20);

12. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53/1/Tahun
2020 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Sulawesi
Selatan Nomor 1160/IV/Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor
53/1/Tahun 2020 tentang Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Mengubah Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 005/1/Tahun 2020 tentang
Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara
Pengeluaran Lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020, dengan daftar nama
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pembantu Bendahara sebagaimana dimaksud diktum KESATU
masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Pembantu Bendahara Penerimaan

1. menerima, menyimpan dan menyetor penerimaan
pendapatan daerah ke Rekening Kas Umum Daerah;

2. menatausahakan penerimaan pendapatan daerah; dan

3. mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan
Daerah yang diterimanya.

b. Pembantu Bendahara Pengeluaran

1. membantu mengajukan permintaan pembayaran
menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;

2. membantu menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

3. membantu melaksanakan pembayaran dari UP, GU,
dan TU yang dikelolanya;

4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

S. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

6. membantu membuat laporan pertanggungjawaban
secara administratif kepada PA dan ~ laporan
pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD
secara periodik; dan

7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembantu Bendahara dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.




H KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran
2020.

KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 8 Jolt 2020

e —e .

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar;

' 2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar;
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

q 4. Pertinggal.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 283 / VIl /rayun 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV. SULSEL

TENTANG

PEMBANTU

BENDAHARA

PENERIMAAN DAN PEMBANTU BENDAHARA

PENGELUARAN

LINGKUP

BADAN

PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMBANTU BENDAHARA

TAHUN ANGGARAN 2020

LINGKUP BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

PEMBANTU BENDAHARA

e PENERIMAAN PENGELUARAN UNIT KERJA
1 HJ. ANGREANY, S.AP SEKRETARIAT
- 19840802 200502 2 003
2 A.HARMILA BIDANG PERENCANAAN
- 19840101 200701 2 005 DAN PELAPORAN
3 - RIEDZKI PRATIWI TAWAKKAL, BIDANG PENDAPATAN
S.8TP ASLI DAERAH
19891218 201206 2 001
4 - ANDI KARTINI BIDANG TEKNOLOGI |
19810510 201212 2 001 DAN SISTEM INFORMASI
5 - RIANA RIZKA SAPUTRI, SE BIDANG PEMBINAAN I
19830409 201001 2 024 DAN PENGAWASAN [
6 HJ.HERMAWATI, S.Sos HJ. ANDI RINA WAHYUNI, S.Sos UPT PENDAPATAN i
19700426 198903 2 002 19741231 199803 2 010 WILAYAH MAKASSAR I
7 | INDRAHAEMI, SE JEMIRAN, SE UPT PENDAPATAN
19720302 201212 2001 19710604 199703 1 008 WILAYAH MAKASSAR 11
8 | IDRIS DARWIS, SS ARIANTO, S.Sos UPT PENDAPATAN
, 19790118 200801 1 010 19761213 199703 1 007 WILAYAH PAREPARE
9 MARTINUS KADANG AHMADIANSYAH, SE UPT PENDAPATAN
‘| 19640305 198801 1 002 19860210 201001 1 016 WILAYAH PALOPO
| 10 | AMUNAWATI A.HARUN, S.Sos UPT PENDAPATAN
; 19640919 198602 2 002 19750526 201001 1 007 WILAYAH BONE
11 | Drs. SYAHRUDDIN. S ANDI MUKTI ALI UPT PENDAPATAN
19661112 201212 1 001 19800208 201408 1 001 WILAYAH WAJO
12 | EKA PURWANTI PUTRI, S.STP HATTA P, S.Sos UPT PENDAPATAN
19900504 201010 2 001 19640807 198903 1 021 WILAYAH BANTAENG
13 | MUH. YUSRI, SE DEWI RANY, SE UPT PENDAPATAN
19731022 199803 1 001 19850107 201001 2 032 WILAYAH GOWA
14 | ANDI NILAWATI, SH ANDI AFIANTY, A.Md UPT PENDAPATAN
19840109 200212 2 001 19810807 201101 2 003 WILAYAH PINRANG
| 15 | JUNITA B. LAHEMA, S.Sos TENRI PADA IDRIS, SE <UPT PENDAPATAN
19630623 199008 2 001 19820219 201001 2 014 WILAYAH PANGKEP
16 | DEWI SARTIKA, SS CAKRA WIJAYA PUTRA, S.IP UPT PENDAPATAN
19860522 200901 2 004 19871023 200701 1 001 WILAYAH SIDRAP
17 | MALISARY BIRINGKANAE, SE ALDHI ALLUN, S.STP.,M.Si UPT PENDAPATAN
19810108 201212 2 004 19840812 200312 1 001 WILAYAH TANA TORAJA
18 | RONI SYAH GAIB MUH. ANWAR T, S.SAN UPT PENDAPATAN
19730404 199501 1 002 19780525 200701 1 019 WILAYAH LUWU TIMUR
19 | ANDI BATARA FAJAR, S.STP HESTI AMIRULLAH, S.Sos., M.Si UPT PENDAPATAN
19910804 201507 1 003 19760621 199703 2 003 WILAYAH SOPPENG
20 | MUH. DAHLAN, SH A.ARMAN, SE UPT PENDAPATAN
| 19681208 200312 1 004 19800406 200801 1 006 WILAYAH BULUKUMBA
21 | A. MUKHTAR MUHAMMAD, SE, M.Si | ALI TAUFIQ, SE.,MM UPT PENDAPATAN

19700828 200312 1 004

19810722 200901 1 006

WILAYAH BARRU
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PEMBANTU BENDAHARA

N PENERIMAAN PENGELUARAN CINERRERIA

22 | SUARNI AMIN, S.Sos RUDOLF FERDINANDES S, S.AP UPT PENDAPATAN
19740727 200701 2 020 19770303 200901 007 WILAYAH LUWU

23 | MUH. ARIS PATARAI, SE ASNI, S.Pi UPT PENDAPATAN
19801012 200701 1 001 19760719 200901 2 005 WILAYAH SINJAI

24 | SYAMSIR BUDIMAN RAHMAT UPT PENDAPATAN
19720805 201408 1 001 198005 201212 1 003 WILAYAH TAKALAR

25 | ARIANY MARTIN YUYI HAMJAS, S.Kom UPT PENDAPATAN
19750330 200701 2 014 19780805 201212 2 003 WILAYAH ENREKANG

26 | SUPRIANTO MURA' Dra. PAULA CHRISTINE POLII UPT PENDAPATAN
19770101 202001 1 015 19640507 198503 2 012 WILAYAH TORAJA UTARA

27 | MOCHAMMAD FADELY, S.IP RINA ADRIANI, SE UPT PENDAPATAN
19880621 200701 1 001 19850817 201212 2 001 WILAYAH LUWU UTARA

28 | A. CITRA INDRA S RUSTAM, S.STP NURDIANA UPT PENDAPATAN
19920129 201406 2 001 19790220 199703 2 001 WILAYAH SELAYAR

29 | HJ. NIRWANA, S.Sos., MM FANDI CAHYADI UPT PENDAPATAN
19721220 199703 2 005 19851204 201408 1 001 WILAYAH MAROS

30 | SAMPARA, SE MUH. RIDWAN AS, SE., M.Pd UPT PENDAPATAN

19780730 200804 1 002

19750122 200801 1 005

WILAYAH JENEPONTO




